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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor. 158 Tahun 1987, Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10
September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa
penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba B be
<
. ta T te
<
- sa $ es (dengan titik di atas)
jim J je
C
c h Ha ha (dengan titik di bawah
. kha Kh ka dan ha
@
dal D de
>
2 z za zet (dengan titik di atas)
ra R er
)
. za Z zet
J
sin S es
S
. syin S es dan ye
o y y Yy
sad S es (dengan titik di bawah
e
. dad D de (dengan titik di bawah
up .
5 ta T te (dengan titik di bawah)
5 Za Z zet (dengan titik di bawah
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‘ain koma terbalik ke atas

C

. gain G ge

C

b fa F ef

3 qgaf Q Ki

5 kaf K ka

J lam L el
mim M em

¢

B nun N en

P wawu W we
ha H ha

A

. hamzah ' apostrof

Y
< ya ye
2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagar berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
L Fathah A a
- Kasroh I i
_: Dammah U u

3

Contoh: <& - kataba

2 - fa‘ala

Cad; - yazhabu

J=v —su'ila



2) Vokal Rangkap (Diftong)

13

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
S Fathah dan ya Ai adani
S Fathah dan Au adanu
wawu
Contoh: (iS” - kaifa J}a — haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
e Fathah dan alif A a dan garis di
atau ya atas
S kasrah dan ya I i dan garis di
atas
s, Dammah dan U u dan garis di
wawu atas
Contoh:
JG - qala L3 - qila
q 2-q
(&%)~ rama J s — yaqiilu




14

4. Ta Marbytah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) Ta Marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan Dammabh,
transliterasinya adalah /t/.
2) Ta Marbutah mati
Ta Marbutah yang mati atau mendapat zarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:
waw 1., Raudah al-Atfal
e ,Q\ <L al-Makkah al-Mukarramah
alaledl as L al-Maktabah asy-Syamilah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddabh itu.

Contoh:
L3, - rabbana

J% — nazzala



15

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J,
namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau
hubung.
Contoh:

J>= - ar-rajulu (syamsiyyah)
~&\ - al-galamu (gamariyyah)

7. Hamzah
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Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu,
hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia

dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal s Akala
Hamzah di tengah 5l Ta’khuzuna
Hamzah di akhir ] an-Nau’u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi i/, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata

dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan

perkata.

Contoh:

Ll Lo Osalss Jl : ar-Rijalu Qawwamuna ‘ala an-Nisa’
ool ag JT Py : Wa ‘ala Ali Baitihi at-Tahirn

DAFTAR ISI
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RESTITUSI SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengetahui
legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian (at-ta ‘wid) kepada
korban perkosaan berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, serta
untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang
prosedur dan mekanisme penetapan hukuman ganti kerugian (at-ta ‘wid) kepada
korban perkosaan.

Inisiatif atas penelitian ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa korban
perkosaan di Indonesia merupakan pihak yang tidak dilindungi hak-haknya selaku
korban tindak pidana oleh sistem hukum positif. Walaupun secara faktual terdapat
instrumen-instrumen perlindungan hukum berupa restitusi yang diatur oleh
peraturan perundangan, akan tetapi sayangnya, implementasi instrumen-instrumen
tersebut justru tidak berjalan sesuai cita-cita viktimologi. Ketiadaan kewenangan
bagi hakim untuk menjatuhkan pembebanan restitusi kepada pelaku perkosaan
secara ex officio menjadi penyebab utama lemahnya perlindungan hukum positif
bagi korban perkosaan.

Hal yang berbeda akan kita temui dalam mekanisme criminal justice system dalam
hukum Islam. Ketika unsur-unsur tindak pidana perkosaan (al-wat ‘u bi al-ikrah)
terpenuhi, maka di samping hukuman pokok dijatuhkan ke pada pelaku perkosaan,
pada saat itu pula hakim memiliki kewenangan menjatuhkan putusan ganti
kerugian, karena hukum materil menunjang kewenangan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat normatif-
komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dalam
hukum Islam dan hukum positif, khususnya terhadap kajian ganti kerugian terhadap
korban perkosaan. Selainvitu; data-datayang diperoleh dalam penelitian-ini akan
dianalisa berdasarkanmetode 'content analysis, yang kemudian nantinya akan
menghasilkan" suatu kesimpulan ‘penelitianyang ilmiah; sebagai- jawaban atas
rumusan masalah yang telah ditentukan.

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa baik
hukum Islam maupun hukum positif, keduanya melegalkan penjatuhan hukuman
tambahan bagi pelaku perkosaan, dalam bentuk pembayaran ganti kerugian kepada
korban perkosaan.

Hanya saja, terdapat perbedaan dalam mekanisme prosedural penetapan restitusi
antara hukum Islam dan hukum positif. Jika di dalam hukum positif, seorang
korban harus mengajukan permohonan restitusi kepada majelis hakim pemeriksa
perkara, dan hakim tidak memiliki kewenangan ex officio untuk menjatuhkan
putusan restitusi tanpa adanya permohonan tersebut. Sedangkan di dalam dimensi
hukum Islam, seorang korban perkosaan dapat memperoleh haknya untuk berupa
ganti kerugian tanpa mengajukan permohonan, karena hukum materil Islam telah
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memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis pembebanan
ganti kerugian kepada pelaku perkosaan.

Dari komparasi ini terlihat bahwa hukum Islam lebih mampu untuk mengakomodir
hak-hak korban tindak pidana perkosaan sekaligus menyiratkan penegakan hukum
yang adil dan melindungi HAM warga negara.

Kata kunci: Tindak pidana perkosaan, Korban perkosaan, Resitusi, at-Ta ‘wid, as-
Sadagq.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, perlindungan
HAM bagi para korban dari suatu tindak pidana —khususnya korban tindak
pidana perkosaan- dirasakan sangat lemah. Padahal, korban tindak pidana
merupakan pihak yang paling dirugikan dari adanya suatu tindak pidanal.
Fakta-fakta tersebut kemudian menghasilkan kajian victimology dalam ilmu
hukum?,

Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam setiap
perundang-undangan pidana materil, secara umum hanya diatur mengenai
unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana, dan hukuman yang diberikan
kepada pelaku. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan
hukum terhadap pihak korban, disintegrasi ini seringkali menimbulkan
ketidakpuasan dari pihak korban.

Oleh Kkarena 1tu muncul kesepakatan mengenai perlindungan hak-hak
korban tindak pidana, dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “The

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders” di Milan, Italia, muncul

! Loebby Logman, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana (Jakarta: Datacom,
2002), him. 9.

2 Victimology berasal dari bahasa latin: Victima yang berarti korban, logos yang berarti ilmu,
pengetahuan ilmiah, studi. Oleh karena itu, maka viktimologi adalah studi tentang korban tindak
pidana. Lihat dalam Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: PT. Bhuana Iimu Populer,
2004), him. 97. Dapat dilihat pula dalam Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif
Teoritik dan Praktik Peradilan (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2007), him. 12.
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sebuah gagasan berupa: “Victims right shold be perceived as an integral aspect
of the total criminal justice system” (Hak-hak korban seharusnya terlibat
sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana)®.

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana ini sesuai dengan Teori
Utilitas, di mana menurut teori ini pemenuhan rasa kebahagiaan manusia
adalah salah satu tujuan hukum (the greatest good of the greatest number)®.
Kebahagiaan korban tindak pidana perkosaan tidak akan terpenuhi hanya
dengan dipenjaranya pelaku perkosaan, apalagi hukuman perjara terlampau
ringan. Perlu adanya hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku
perkosaan, yang bersifat menguntungkan kepada korban.

Pada dasarnya, telah ada regulasi di Indonesia yang mengatur tentang
kewenangan pihak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas
perbuatan pelaku, sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang-
Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut,
hak korban untuk mendapat ganti kerugian dapat dilakukan dengan inisiatif
korban mengajukan gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim yang
memeriksa perkara tersebut, sebelum jaksa penuntut umum membacakan
dakwaan®,

Pasal 98 KUHAP ini memperkuat aturan hukum yang terdapat dalam

Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata, yang mengatur tentang tuntutan ganti

3 Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), him. 18.

4 Esmi Warasih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: Suryandaru Utama,
2005), him. 25.

5 Lihat dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, KUHP dan KUHAP (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2006), him. 258.
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kerugian secara perdata oleh korban sebagai akibat dari perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigdaad). Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, jika
seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan telah terbukti
suatu kejahatannya maka terhadap dirinya, dapat dimintai penuntutan
pengganti kerugian®.

Hanya saja dalam prakteknya, penerapan pasal ini kurang efektif,
karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kebutaan hukum. Banyak
diantara korban-korban tindak pidana perkosaan yang tidak mengetahui bahwa
ia memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian, sehingga mereka tidak
mengajukan gugatan ganti kerugian. Hasilnya, ketentuan pasal 98 KUHAP jo.
Pasal 1365 KUH Perdata selama ini dipandang tumpul, karena tidak mampu
melahirkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Di sisi lain, dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak yang
berkaitan dengan suatu perbuatan tindak pidana akan dilindungi hak-haknya,
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya tindak pidana
perkosaan, dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan
kepada pelaku perkosaan, berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur
figh dikenal at-ta ‘wid, dalam bentuk as-sadag kepada pihak korban’.

Menurut Imam asy-Syafi‘i, Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq, Aba
Saur, ‘Ata’, dan az-Zuhri, pelaku perkosaan diwajibkan untuk membayar as-

sadaq kepada korbannya, sebagai ganti kerugian atas kemaluan korban

¢ Djoko Prakoso, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP (Jakarta: Bina Aksara, 1989), him.
100.

7 ‘Abd ar-Rahman al-Jazaziri, Kitab al-Figh ala Mazahib al-Arba ‘ah (Beirit: Dar al-Fikr,
tt), juz. 5, him. 73.
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perkosaan yang telah disalah-gunakan®. Hanya saja, menurut Ulama Mazhab
Hanafiyyah, sebagaimana diutarakan Sayyid Sabiq, perempuan korban
perkosaan itu tidak berhak untuk mendapatkan as-sadaq?®.

Perbedaan prinsipil antara pemberian ganti kerugian kepada korban
perkosaan dalam hukum positif dan hukum Islam, terletak pada sumber
perintahnya. Jika di dalam hukum positif, pihak korban tidak akan mungkin
mendapat ganti kerugian jika ia tidak melayangkan gugatan perdata kepada
majelis hakim. Sedangkan di dalam hukum Islam, pihak korban tidak perlu
melayangkan gugatan perdata, karena majelis hakim memiliki kewenangan ex
officio untuk memerintahkan pelaku membayar ganti kerugian®®. Sehingga,
dalam sistem peradilan pidana Islam, seandainya pun korban perkosaan itu buta
hukum, ia akan tetap dapat memperoleh ganti kerugian.

Atas dasar permasalahan itulah, penulis kemudian tertarik untuk
membahas permasalahan ini dalam skripsi penulis, dengan mengkomparasikan
pembahasan mengenai ketentuan hukuman ganti kerugian yang terdapat dalam

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia, dengan judul

8 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, jilid 10, terj. A. Ali (Bandung: al- Ma’arif, 1996), him.
102.

° Ibid., him. 104.

10 [ ihat misalnya yang terjadi pada zaman Khilafah Bani Umayyah. ‘Abd al-Malik bin
Marwan r.a, yang berkedudukan sebagai kepala negara (khalifah) kala itu, mengeluarkan putusan
bahwa laki-laki yang memaksa perempuan untuk berzina, diwajibkan untuk membayar mahar
kepada perempuan itu. Putusan pemerintah ini menyiratkan bahwa hakim dapat memutuskan
hukuman pembayaran mahr al-misl, tanpa perlu menunggu gugatan perdata dari pihak korban. Oleh
karena itu, berdasarkan keputusan Khalifah, secara ex officio, hakim berhak menetapkan hukuman
tersebut, sayangnya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai besaran nominal yang
dibayarkan oleh pelaku tersebut. Lihat dalam Imam Malik, al-Muwatta’, juz. 5, him. 8, nomor hadis.
1218, Kitab al-Aqdiyah, Bab al-Qada’u fi al-Mustakrahah min an-Nisda’i. Program al-Maktabah
asy-Syamilah Versi 2.
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“Restitusi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana perkosaan

(Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif)”.

B. Rumusan Masalah
Dari penjelasan di atas, penulis akan merumuskan masalah dalam
penelitian ini menjadi dua, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai legalitas
hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada
korban perkosaan?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai prosedur
penetapan hukuman ganti kerugian kepada korban perkosaan?

C. Penegasan Istilah
Untuk dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai
istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis kembali
menegaskan maksud-maksud dari beberapa istilah kunci berikut:

1. Perkosaan adalah suatu persetubuhan dengan perlawanan dari perempuan
dan-perlawanannya diatasi dengan -kekuatan.~Definisi jini-merupakan
tampilan dari -hukum positif. 'Sedangkan.di.dalam-hukum JIslam,.penulis
sepanjang ini belum menemukan definisi yang jelas mengenai perkosaan

walaupun terdapat pembahasan yang rinci mengenai kejahatan ini. Namun

1 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Advokasi atas Hak Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001), him. 65.
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secara umum yang dapat dipahami adalah perkosaan merupakan gabungan
antara dua unsur yaitu unsur jarimah zina dan unsur al-ikrah*.

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas
perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak
pidana dan lainnya®®.

Korban perkosaan adalah seorang wanita yang dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar
perkawinan!*. Rumusan ini merupakan rumusan korban perkosaan yang
terdapat dalam KUHP sehingga ini merupakan tampilan dari kajian hukum
positif dan tidak mewakili kajian hukum Islam, karena di dalam hukum
Islam seorang laki-laki juga dapat disebut sebagai korban perkosaan®®.
Akhir-akhir ini terdapat pula rumusan korban perkosaan terbaru yang
diakomodir di dalam RUU-KUHP, di mana dalam pasal 109 RUU-KUHP
tersebut, korban perkosaan tidak hanya dibatasi oleh perempuan semata,
seorang laki-laki juga dimungkinkan untuk dijadikan sebagai korban
perkosaan. Akan tetapi, karena ‘penelitian ini didasarkan pada seperangkat
peraturan hukum yang bersifat positif, maka rumusan korban perkosaan dari

RUU-KUHP ini penulis abaikan. Mengingat sampai saat penelitian ini

12 Muhammad bin Ahmad bin Sahl as-Sarkhasi, al-Mabsiit (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993),
juz. 9, him. 59.

13" Bambang Waluyo, Viktimologi ., him. 9.

14 pasal 285 KUHP, lihat dalam KUHP., him. 73.

15 Syams ad-Din Abi al-Faraj ‘Abd ar-Rahman bin asy-Syaikh al-Imam al-‘Alim al-‘Amil
az-Zahid AbT ‘Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, asy-Syarh., juz.10, him.
185.
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dilakukan, RUU-KUHP ini belum disahkan di DPR, sehingga belum
bersifat positif. Oleh karena itulah, rumusan ini belum bisa dioperasionalkan
dalam mekanisme criminal justice system di Indonesia, walaupun
cenderung lebih rasional menurut penulis.

. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh para pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian
harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan,
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu'®. Restitusi yang terdapat di
dalam penelitian ini merupakan istilah operasional yang hanya mewakili
elemen hukum positif.

Oleh karena penelitian ini menggabungkan aturan dari dua sistem hukum
berupa hukum positif dan hukum Islam, sedangkan di dalam hukum Islam
tidak terdapat istilah hukum berupa “restitusi”, maka penulis asumsikan
restitusi ini dengan penggantian ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku
perkosaan kepada korban perkosaan. Pada dasarnya di dalam hukum Islam
juga terdapat ketentuan mengenai penggantian kerugian oleh pelaku
perkosaan kepada karbannya. Hanya saja, istilah operasionalnya bukan
“restitusi”, melainkan “as-sadaq” dan “at-ta‘wid” yang keduanya
merupakan dua bentuk ganti kerugian yang berbeda dengan sebab hukum

yang berbeda pula.

16 Bambang Waluyo, Viktimologi., him. 43.
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3. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu kompetensi daerah
tertentu’’. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum
formil yang diatur sepenuhnya oleh KUHAP. Sedangkan dalam dimensi
hukum materil, hukum positif dikonkritkan dalam KUHP dan undang-
undang lain di bawahnya.

4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam?.
Oleh karena tidak terdapat kodifikasi hukum yang sistematis dalam
peraturan yang diberikan Syari’ tersebut, maka yang dimaksud dengan
hukum Islam dalam penelitian ini adalah pendapat para Ulama yang terdapat

dalam kitab-Kkitab figh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang legalitas hukuman
tambahan berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban perkosaan
berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

b. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana
pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang prosedur dan
mekanisme penetapan hukuman ganti kerugian kepada korban
perkosaan.

2. Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

7], Simorangkir, dkk., Kamus hukum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), him. 69.
18 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam 1l (Jakarta: Wacana llmu, 1997), him. 12.
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a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan menjadi bahan kajian
lebih lanjut, untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan
sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum positif dan hukum Islam,
terutama dalam kajian viktimologi.

b. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak korban tindak
pidana perkosaan, dan juga bagi berbagai pihak yang aktif dalam
kegiatan advokasi terhadap korban perkosaan.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pemberian resititusi kepada korban perkosaan
dalam dimensi hukum positif, dan pemberian as-sadag kepada korban
perkosaan dalam dimensi hukum Islam sebenarnya telah banyak dibahas dalam
berbagai literatur dan karya ilmiah. Hanya saja belum ada yang secara spesifik
mengkomparasikan keduanya dengan menggunakan data analisa berdasarkan
hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian mengenai tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum
Islam dan hukum positif memang telah dilakukan oleh " saudari Anita
Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Perkosaan dalam Hukum Positif
dan Hukum Islam”. Hanya saja, saudari Anita Rahmawati tidak membahas
sedikitpun dalam penelitiannya mengenai kewenangan korban tindak pidana

perkosaan untuk memperoleh ganti kerugian.®

19 Lihat selengkapnya penelitian tersebut dalam Anita Rahmawati, Perkosaan dalam Hukum
Positif dan Hukum Islam, Skripsi Tidak Diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).
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Saudari Anita Rahmawati dalam skripsinya, juga hanya membahas
mengenai jenis tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif secara umum, dan hukuman pokok bagi pelaku. Saudari Anita
Rahmawati tidak membahas sama sekali mengenai keabsahan hukuman
tambahan bagi pelaku perkosaan.

Padahal, dalam dimensi hukum positif, sebagaimana diatur dalam
pasal 1365 KUH Perdata, dikenal adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
(onrechtmatigdaad). Dalam hal ini jika pihak korban merasa dirugikan atas
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka ia berhak mengajukan
gugatan ganti kerugian. Aplikasi pasal ini sama sekali tidak ditemukan dalam
penelitian saudari Anita Rahmawati.

Oleh karena itulah, penulis kemudian akan mencoba untuk
menjelaskan beberapa aspek yang tidak sempat dibahas dalam penelitian yang
telah dilakukan oleh saudari Anita Rahmawati, berupa aspek kewenangan
korban tindak pidana perkosaan untuk memperoleh ganti kerugian, tentu saja
dengan kajian berdasarkan hukum positif (di dalamnya sedikit menyinggung
kajian viktimolagis), dan berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya dalam skripsi
ini, penulis akan mengkaji pula mengenai legalitas hukuman tambahan bagi
pelaku, berupa pembayaran ganti kerugian, dengan sudut pandang hukum
Islam dan hukum positif.

Dalam kitab Majmii ‘ al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa
di dalam Islam, dikenal dengan adanya suatu hukuman denda uang (al-ugibah

al-maliyyah). Hukuman ini masih tetap eksis karena tidak pernah



31

diamandemen?. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pengarang
kitab Mu’m al-Ahkam fi ma Yataraddadu baina al-Khasmaini min al-Ahkam
dari kalangan Malikiyyah. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hukuman
dalam bentuk denda merupakan jenis hukuman yang diperbolehkan. Dan
bahkan para sahabat besar sering menetapkan hukuman tersebut pasca
wafatnya Nabi. Oleh karena itulah maka orang yang menolak eksistensi
hukuman denda dalam hukum Islam, adalah orang yang tidak memiliki
landasan sunnah dan ijma* yang kuat?..

Di dalam kedua karya ilmiah ini, tidak ditemukan adanya penjelasan
mengenai apa saja bentuk al-ugibah al-maliyyah yang pernah diterapkan,
khususnya bentuk al-ugibah al-maliyyah kepada pelaku tindak pidana
perkosaan.

Dalam kitab Asna al-Mutalib, yaitu Kitab dari kalangan Syafi iyyah,
dijelaskan bahwa jika sesseorang mengakui bahwa ia telah memaksa seorang
wanita berzina dengannya, maka ia wajib dikenai hadd atas zinanya, dan
diwajibkan pula untuk memberikan as-sadag kepada korban yang dipaksa
tersebut?.

Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam Manku al-Jalil Syarh
Mukhtasar Khalil, dari golongan Malikiyyah. Di dalam kitab tersebut

dijelaskan bahwa jika seorang wanita memaksa seorang lelaki untuk berzina,

20 1bnu Taimiyyah, Majmi * al-Fatawa, juz. 6, him. 333. Program al-Maktabah asy-Syamilah
Versi 2.

2L < Alf bin Khalil at-Tarabalsi, Mu in al-Ahkam fi ma Yataraddadu baina al-Khasmaini min
al-Ahkam, juz. 2, hlm. 449. Program al-Maktabah asy-Syamilah \ersi 2.

22 Zakariyya al-Ansari, Asnd al-Mutalib, juz. 20, him. 2. Program al-Maktabah asy-Syamilah
Versi 2.
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maka laki-laki tersebut tidak boleh dijatuhi zadd, dan tidak wajib pula baginya
untuk memberikan as-sadag. Sedangkan jika paksaan itu bukan berasal dari
perempuan korban perkosaan, maka laki-laki tersebut diwajibkan untuk
membayar as-sadag kepada perempuan korban perkosaan tersebut?,

Ketentuan mengenai wajibnya pelaku perkosaan untuk memberikan
as-sadaq kepada pihak korban perkosaan, dalam dimensi hukum Islam juga
diutarakan dalam kitab Tabsirat al-Hukkam fi Usili al-Aqdiyyah wa Manahij
al-Ahkam. Dalam Kkitab tersebut dikemukakan bahwa tidak ada sadd bagi
perempuan yang dipaksa berzina, dan baginya harus diberikan as-sadag .

Al-Jazaziri juga berpendapat dalam karangannya, Kitab al-Figh ala
Mazahib al-Arba ‘ah, bahwa wajib bagi setiap orang yang memaksa berzina
(pelaku perkosaan), untuk memberikan as-sadaq kepada wanita yang dipaksa
berzina (korban perkosaan), dan anaknya dipandang sah apabila wanita itu
hamil®.

Ketentuan hukuman tambahan berupa pembayaran as-sadaq kepada
korban tindak pidana perkosaan dalam literatur hukum Islam, dipandang
identik dengan ketentuan restitusi dalam kajian hukumpositif, karena as-sadaq
tersebut sama-sama diberikan kepada korban perkosaan, sama-sama diberikan
kepada korban setelah dirinya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dan

sama-sama diberikan karena adanya unsur paksaan.

23 Muhammad ‘Ulaisy, Manhu al-Jaltl Syarh Mukhtasar Khalil, juz. 19, him. 443. Program
al-Maktabah asy-Syamilah \Versi 2.

24 Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad, Tabsirat al-Hukkam fi Usiili al-Aqdiyyah wa Mandhij
al-Ahkam, juz. 5, him. 149. Program al-Maktabah asy-Syamilah Versi 2.

%5 <Abd ar-Rahman Al-Jazazir, Kitab., juz. 5, him. 73.
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Sedangkan di dalam dinamika perlindungan korban perkosaan dalam
hukum positif, Moch. Faisal Salam dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam
Teori dan Praktek menyatakan bahwa penggabungan perkara perdata berupa
permohonan ganti kerugian dengan perkara pidananya, bertujuan untuk
menegakkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun demikian, Bambang Waluyo dalam bukunya Viktimologi,
Perlindungan Korban dan Saksi menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan hukum
yang mengatur tentang ganti kerugian kepada korban perkosaan (baik yang
generalis maupun yang spesialis) selama ini masih mengandung banyak
kelemahan yang berdampak pada penerapan pasal tersebut di lapangan. Di
dalam praktik, jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan permohonan
ganti kerugian tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena korban tidak
mengetahui haknya tersebut, penuntut umum tidak memberitahu hak tersebut
kepada korban, penuntut umum dan penasihat hukum tidak mau direpotkan,
dan majelis hakim tidak menawarkan proses tersebut?’.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, penulis melihat
tidak ada satupun yang mengkomparasikan bagaimana:bentuk ganti kerugian
terhadap korban tindak pidana perkosaan, berdasarkan sudut pandang hukum
positif dan hukum Islam. Oleh karena itulah, penulis berkeinginan untuk
membahas masalah tersebut dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

% Mochammad Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek (Bandung:
Mandar Maju, 2001), him. 150.
27 Bambang Waluyo, Viktimologi., him. 58.
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Untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang ilmiah,
diperlukan beberapa rangkaian metodologi penelitian, yang kemudian akan
digunakan dalam menggali hukum-hukum yang terkandung dalam hukum
Islam dan mengkomparasikannya dengan hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yang masuk ke dalam klasifikasi
penelitian hukum. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah
penelitian yang bersifat normatif (legal research). Dengan demikian corak
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga hukum
doktriner yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain?8,

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan " penulis dalam penelitian ini,
masuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu

penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan?®.

2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), him. 13.
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), him. 11.
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Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan
mengumpulkan buku-buku yang terkait, diklarifikasi, lalu dirangkum, dan
dilanjutkan dengan analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pegumpulan data adalah
metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data-
data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang bersumber
dari buku-buku transkip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain®.

a. Bahan Penelitian
1) Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh langsung dari
objek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat
pengambilan data, langsung pada subjek sebagai sumber
informasi yang dicari®*. Dalam hal ini, sumber primer penulis
ambil dari kitab-kitab figh empat mazhab secara komprehensif,
seperti kitab al-Umm karangan Imam Syafi’i (Syafi iyyah), al-
Mabsiit karangan Sarkhasi (Hanafiyyah), al-Mugni karangan Ibnu
Qudamah (Hanabilah), al-Mudawwanah al-Kubra "karangan
Imam Malik (Malikiyyah). Dan buku Viktimologi, Perlindungan
Korban dan Saksi karangan Bambang Waluyo, sebagai bahan

yang menunjang kajian berdasarkan hukum positif.

%0 1pid., him. 11.
81 saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 91.
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak
lain, yang biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang
telah tersedia®. Adapun data sekunder antara lain meliputi karya-
karya ilmiah yang menunjang seperti tesis karangan Yusuf Qubha
at-Ta‘wid ‘an ad-Darar al-Adabi, Selain itu juga penulis
mengutip buku buku figh kontemporer seperti al-Figh al-Islami
wa Adillatuh, karangan Wahbah Az-Zuhaili, dan banyak lagi yang
lainnya yang penulis ambil dari data sekunder.

4. Pendekatan Analisis
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif, yang didasarkan kepada konsepsi Legisme
Positivistis, yang berpendapat bahwa hukum identik dengan norma tertulis
yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang
berwenang®.
5. Metode Analisis Data
Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian
dilakukan analisis 'dengan ‘menggunakan metode kajian isi (content
analysis). Kajian isi didefinisikan sebagai segala bentuk teknik kajian yang
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis®*.

32 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1982), him. 134.

3 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian dan Juri Metri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1989), him. 13-14.

3 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 8.



37

Selain itu, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu
dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum

Islam dan hukum positif, khususnya terhadap kajian ganti kerugian®.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis
membuat sistematika penulisan yang akan dibagi-bagi dalam bab tertentu. Di
antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki hubungan yang erat.
Kemudian dari bab-bab tersebut dibagi menjadi sub-sub bab, sehingga akan
menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan sistematis.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang ganti kerugian terhadap korban
perkosaan, dalam perspetif hukum positif. Pembahasan dalam bab ini meliputi
pengertian korban tindak pidana perkosaan, pengeritan ganti kerugian, bentuk-
bentuk ganti kerugian, landasan yuridis_hukuman ganti _kerugian, prosedur
penetapan hukuman ganti kerugian.

Bab ketiga menguraikan tentang ganti kerugian terhadap korban
perkosaan dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi pengertian korban
tindak pidana perkosaan, pengeritan ganti kerugian, bentuk-bentuk ganti
kerugian, landasan yuridis hukuman ganti kerugian, prosedur penetapan

hukuman ganti kerugian.

% Ibid., him. 11.
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Hakim juga harus cermat dalam mengklasifikasi tingkat keparahan
luka fisik dan mental korban perkosaan. Begitupula dengan jumlah biaya
pengobatan yang dikeluarkan korban pasca perkosaan seperti biaya visum,
rehabilitasi mental, dan lain-lain, yang tentu saja di dalam penelitian ini penulis
tidak akan menyebutkan secara rinci mengenai nominal at-ta ‘wid yang harus
dibayarkan kepada korban perkosaan. Keseluruhan biaya tersebut bisa saja

berbeda tergantung pada kasusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari berbagai pembahasan yang telah disebutkan di atas, maka penulis
dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dan hukum positif, keduanya sama-sama melegalkan
penjatunan hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan dalam bentuk
pembayaran ganti kerugian kepada korban perkosaan. Di dalam hukum
positif ganti kerugian ini diberikan dalam bentuk restitusi, sedangkan di
dalam hukum Islam ganti kerugian diberikan dalam dua bentuk yaitu as-

sadag dan at-ta ‘wid.
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Di dalam hukum pidana positif, ganti kerugian (casu quo restitusi) hanya
akan dapat diperoleh korban perkosaan jika ia mengajukan permohonan
tersebut kepada majelis hakim, baik permohonan itu diajukan secara
personal, melalui pengacara, ataupun melalui LPSK.

Sedangkan di dalam hukum Islam, jika perbuatan pidana perkosaan
terbukti unsur-unsurnya, maka secara langsung hukuman ganti kerugian
dapat dibebankan kepada pelaku, korban perkosaan tidak perlu

mengajukan permohonan ganti kerugian kepada majelis hakim.

Adapun perbedaan yang bisa ditemukan dari kedua sistem hukum ini

adalah:

a.

At-ta ‘wid kepada korban perkosaan dipersepsikan oleh hukum Islam
sebagai ganti kerugian atas dua aspek. Pertama, ganti kerugian atas
penggunaan alat kelamin wanita, yang terealisasi dalam bentuk as-sadag.
Kedua, ganti kerugian atas ad-darar al-adabi yang dimunculkan pelaku
kepada korban, yang menyebabkan korban mengeluarkan biaya yang
seharusnya tidak perlu dikeluarkan, ganti kerugian ini terealisasikan
dalam bentuk at-ta ‘wid. Sedangkan hukum posistif tidak menganggap
ganti kerugian sebagai ganti atas penggunaan kemaluan wanita, akan
tetapi ditujukan sebagai ganti atas segala kerugian finansial yang dialami

korban akibat perkosaan, yang direalisasikan dalam bentuk restitusi.
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Dalam hal ini, hukum Islam jauh lebih unggul dalam mengadvokasi
korban perkosaan jika dibandingkan dengan hukum positif yang konon
sangat melindungi HAM warga negara.

b. Hukum positif menetapkan mekanisme-mekanisme prosedural yang
harus dijalani oleh korban perkosaan, yang terkesan sangat rumit.
Sedangkan hukum Islam tidak mensyaratkan demikian, asalkan hukum
materil pidana terpenuhi, maka ganti kerugian dapat langsung
dibebankan kepada pelaku. Kita dapat menilai sendiri, sistem hukum

mana yang lebih mengapresiasi kajian viktimologi.

Saran

Walaupun secara faktual peraturan mengenai restitusi telah diatur di
dalam hukum positif, akan tetapi tidak akan secara maksimal mengadvokasi
hak-hak korban perkosaan jika dalam pelaksanaannya, tidak didukung oleh
penegak hukum terkait. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis dengan
kerendahan hati memberikan saran-saran bagi para decision maker bangsa ini,
yang penulis simpulkan dalam point-paint berikut:

1. Bagi para anggota legislatif, hendaknya merekonsepsi mengenai apa itu
tindak pidana “perkosaan” di dalam undang-undang pidana Indonesia,
termasuk di dalamnya perlu ada rekonsepsi mengenai siapa saja subjek
korban perkosaan. Mengingat, pembatasan subjek korban perkosaan yang
hanya sebatas pada wanita, menurut penulis sudah tidak relevan lagi untuk

saat ini, karena menganggap korban perkosaan adalah sosok yang lemah
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dan itu diidentikkan hanya sebatas pada wanita saja. Konsepsi perkosaan
di dalam hukum Islam nampaknya dapat menjadi pertimbangan, karena
lebih melindungi hak-hak perempuan. Sedangkan mengenai penjelasan
subjek hukum perkosaan, nampaknya rumusan yang diberikan oleh RUU-
KUHP menurut penulis sudah cenderung lebih relevan untuk diterapkan
saat ini. Oleh karena itu, perlu segera ada pembahasan dan pengesahan atas
RUU-KUHP tersebut.
. Bagi Mahkamah Agung, nampaknya perlu mengeluarkan SEMA, yang
dapat dijadikan pedoman bagi majelis hakim dalam memberikan hukuman
restitusi. Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung dapat mewajibkan
kepada seluruh hakim yang memeriksa perkara tindak pidana perkosaan,
untuk selalu menawarkan prosedur restitusi kepada korban perkosaan serta
memberitahu bagaimana prosedurnya, karena kebanyakan korban
perkosaan buta hukum.

Bahkan jika perlu, Mahkamah Agung dapat memberikan kelonggaran
kepada hakim untuk melanggar asas ultra petita dalam hukum perdata,
seperti yang dilakukan Mahkamah Agung dalam memberikan kelonggaran
kepada hakim-hakim pengadilan agama dalam membebankan pembayaran
nafkah, iddah dan kiswah kepada suami yang akan menceraikan isterinya,
tanpa menunggu adanya permohonan dari isteri.

Mahkamah Agung nampaknya juga perlu membantu memfungsikan
peraturan perundangan tentang restitusi, dengan memberikan instruksi

kepada seluruh ketua pengadilan negeri agar dapat memberikan
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kemudahan prosedural eksekusi, jika terdakwa tidak mau membayar
restitusi tersebut.

Mahkamah Agung juga perlu berkoordinasi dengan Kapolri dan Mendagri
agar dapat menggratiskan biaya force executie, jika ada perlawanan dari
keluarga terdakwa, karena eksekusi ini bukan merupakan perkara perdata
biasa. Sehingga pihak korban perkosaan tidak perlu mengeluarkan biaya
yang terlampau banyak.

. Bagi Komisi Yudisial agar lebih aktif dalam mengawasi kinerja hakim-
hakim pidana dalam perkara tindak pidana perkosaan. Jika majelis hakim
menolak permohonan restitusi yang diajukan korban perkosaan tanpa
alasan yang dibenarkan hukum, maka Komisi Yudisial harus memberikan
teguran keras. Hal ini penting, agar berbagai peraturan perundangan yang
mengatur restitusi memiliki arti fungsional, dan tidak menimbulkan kesan
sebagai undang-undang “sampah” yang tidak berfungsi.

. Bagi seluruh hakim yang memeriksa perkara tindak pidana perkosaan, jika
mendapatkan permohonan dari korban perkosaan, sebisa mungkin harus
diterima dan dikabulkan. Jika terdapat kekurangan yang, bersifat formal
dalam permohonan tersebut, permohonan tersebut tidak perlu di-N.O.
(Niet Ontvankelijk Verklaard), majelis hakim harus memberikan
bimbingan hukum kepada korban perkosaan mengenai syarat formal apa

saja yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan restitusi.
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5. Bagi LPSK, diharapkan agar dapat lebih aktif dalam mengadvokasi korban
perkosaan. Jika perlu, LPSK harus didirikan di setiap kabupaten/kota agar
lebih maksimal dalam melindungi korban perkosaan.

Dengan saran-saran tersebut, penulis berharap agar korban perkosaan lebih
memperoleh perlindungan hukum dan kemudahan dalam mengakses haknya untuk
memperoleh restitusi. Semoga kelak, hukum di negeri ini lebih maksimal dalam

mencapai tujuannya, the greatest good of the greatest number.
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